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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

SHQXOLVDQ� EXNX� ´SERTIFIKAT TANAH ADALAH BUKTI 

KEPEMILIKAN HAK TERKUAT DAN TERPENUHµ�GDSDW�

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari 

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 

sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku 

ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. 

Adapun buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu bab 1 

tentang sertifikat tanah dalam kemanfaatannya, bab 2 tentang 

kepemilikan tanah sebelum kemerdekaan, bab 3 tentang 

kepemilikan tanah setelah kemerdekaan, bab 4 tentang tujuan 

kepemilikan sertifikat tanah, bab 5 tentang asas pemenuhan 

sertifikat tanah, bab 6 tentang sertifikat tanah sebagai hak 

terkuat dan terpenuh, bab 7 tentang kekuatan hukum 

sertifikat hak atas tanah berdasarkan prinsip itikad baik, dan 

bab 8 tentang sistem pendaftaran tanah secara elektronik. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini 

kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, 

mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca. 
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BAB 

1 SERTIFIKAT TANAH DALAM KEMANFAATANNYA 

 

 

A. Pengertian Sertifikat Tanah 

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa 

Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record 

(rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. kata ini berasal 

dari bahasa latin Capitastrum yang berarti suatu register 

atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah 

Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian yang tegas 

Cadastre adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari 

tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan 

perpajakan).1 Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 1 PP 

No. 24 Tahun 1997, adalah: 

´5DQJNDLDQ� NHJLDWDQ� \DQJ� GLODNXNDQ� ROHK�

Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

 

1  A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung, 

Mandar Maju, 1999), Hal. 18. 

SERTIFIKAT TANAH 

DALAM 

KEMANFAATANNYA 
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BAB 

2 KEPEMILIKAN TANAH SEBELUM KEMERDEKAAN 

 

 

A. Hukum Agraria Perkembangan dan Sejarahnya di 

Indonesia 

Hukum agraria memiliki posisi yang cukup tinggi di 

negara Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak sekali 

permasalahan di negara Indonesia yang memiliki 

hubungan keberadaan wilayah negara Indonesia. Hal ini 

juga kemudian semakin dipengaruhi oleh tata letak negara 

Indonesia yang merupakan negara agrarian. Hal ini 

kemudian menyebabkan pentingnya memperkuat hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan agraria di negara 

Indonesia.42 

Rempah-rempah telah menjadikan Indonesia 

sebagai pusat perdagangan global sejak abad ke-15. 

Menjual hasil perkebunan adalah cara yang baik untuk 

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berbasis pertanian. Akibatnya, banyak orang Eropa, 

khususnya Belanda, datang ke Indonesia dan melakukan 

kegiatan komersial. Sistem mata pencaharian pertanian dan 

perkebunan telah berkembang seiring dengan 

 

42  Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan Perkembangan Hukum 

Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi 

Masyarakat. ijd-demos, 4(2). 

KEPEMILIKAN TANAH 

SEBELUM 

KEMERDEKAAN 
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BAB 

3 KEPEMILIKAN TANAH SETELAH KEMERDEKAAN 

 

 

A. Kepemilikan Tanah Adat setelah Kemerdekaan 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang 

ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September tahun 

1960, merupakan peraturan pokok yang mengatur 

masalah keagrariaan di Indonesia. Sebelum berlakunya 

UUPA, di Indonesia berlaku dua sistem hukum agraria, 

yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria perdata 

barat.  

Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, 

ada hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan ada 

pula hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat. 

Dalam kenyataannya sebagian besar warga negara 

Indonesia asli menguasai tanah berdasarkan hukum adat, 

terutama hak milik atas tanah. Sebagaimana sifat hukum 

adat yang tidak tertulis, hak atas tanah menurut hukum 

adat inipun dalam penguasaan oleh pemegang haknya 

tidak didukung dengan alat bukti tertulis, tak terkecuali 

dengan hak milik atas tanah adat. 

UUPA merupakan penjabaran langsung dari Pasal 

33 ayat (3) UUD NRI 1945, diberlakukan dengan tujuan 

untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh 

karena itu untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada yang empunya hak milik atas tanah adat ini, 

KEPEMILIKAN TANAH 

SETELAH 

KEMERDEKAAN 
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BAB 

4 TUJUAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH 

 

 

A. Sertifikat Sebagai Dasar Hukum Kepemilikan Tanah  

Tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam 

kegiatan produksi manusia, baik sebagai tempat maupun 

sebagai faktor produksi. Demikian pentingnya tanah bagi 

kehidupan manusia karenanya tidak mengherankan 

setiap manusia ingin memiliki dan menguasainya. Tanah 

merupakan sumber daya yang sudah sangat diperlukan 

saat ini, Hal ini disebabkan meledaknya populasi 

pertumbuhan manusia yang tentunya membutuhkan 

lahan untuk tempat hidup yang bersifat primer.  

Dengan sedemikian pentingnya kebutuhan 

manusia terhadap tanah maka perlu adanya sertifikat 

tanah sebagai dasar hukum yang kuat demi menghindari 

penggunaan tanah yang sering berujung ke ranah kasus 

persengketaan seperti pembebasan tanah, penggusuran, 

status hak atas tanah dll yang membutuhkan suatu 

perhatian yang serius terhadap kasus hukum tersebut.95 

 

95  Permana, I., Satya, G. A. D., & Sudarsana, I. K. S. (2014). 

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti 

Kepemilikan Bidang Tanah. Dalam Jurnal Kertha Semaya, 2(5). 

 

TUJUAN KEPEMILIKAN 

SERTIFIKAT TANAH 
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BAB 

5 ASAS PEMENUHAN SERTIFIKAT TANAH 

 

 

A. Penerapan Asas Terjangkau dalam Pendaftaran Tanah 

Penerbitan sertifikat untuk mengurusi pendaftaran 

tanah harus disesuaikan dengan asas sederhana dan 

terjangkau, dimana asas- asas tersebut mengamanatkan 

proses penerbitan sertifikat tanah berjalan dalam waktu 

cepat, sedangkan untuk biayanya penerbitan sertifikat 

tanah tidak terlalu mahal terjangkau oleh golongan orang 

tidak mampu.121 

Tanah merupakan permukaan bumi yang 

merupakan tempat manusia hidup dan berkembang. 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah 

karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dari tanah.122 Tanah diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh 

UUPA adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

 

121  Puspita, D. (2019). Problematika Penerapan Asas Terjangkau 

Dalam Pendaftaran Tanah. Pena Justisia: Media Komunikasi dan 

Kajian Hukum, 18(2). 
122  Rendrajaya, K. A. B. (2018). Pengaturan Hak Milik Atas Tanah 

Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif 

Perlindungan Pemilik. Jurnal Kertha Patrika, 40(1), 37-44. 

 

ASAS PEMENUHAN 
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BAB 

6 SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI HAK TERKUAT DAN TERPENUH 

 

 

A. Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah  

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam 

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai 

dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam prakteknya di 

lapangan menunjukan banyaknya alat bukti selain 

sertifikat hak atas tanah.  

Bahkan beberapa di antaranya menghasilkan 

putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van 

gewijsde) untuk menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak 

sah secara hukum meskipun telah lebih dari 5 (lima) tahun 

yang didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah.  

Pembahasan bahwa kekuatan alat bukti sertifikat 

hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas 

tanah, maka dapat kesimpulan bahwa sertifikat hak milik 

atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah 

sepanjang penerbitan sertifikat tersebut memenuhi syarat 

dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, 

sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak 

SERTIFIKAT TANAH 

SEBAGAI HAK TERKUAT 

DAN TERPENUH 
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BAB 

7 KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PRINSIP ITIKAD BAIK 

 

 

A. Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat 

Kepemilikan Tanah 

Surat Keterangan Tanah menjadi bukti untuk 

menegaskan riwayat tanah yang telah dibeli, guna 

kepentingan proses pendaftaran tanah. Surat Keterangan 

Tanah merupakan bukti dasar kepemilikan atas sebidang 

tanah yang dikuasai oleh seseorang ataupun badan 

hukum, alas hak pada umumnya digunakan sebagai syarat 

dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh 

Badan Pertanahan Nasional.  

Terhadap dokumen-dokumen penguasaan atas 

tanah sebelum diterbitkanya sertifikat tak jarang menjadi 

permasalahan hukum dalam masyarakat. Sebelum UUPA 

diterbitkan, Surat Keterangan yang ditandatangani atau 

diketahui oleh pejabat pada saat itu dianggap sah 

sedangkan setelah UUPA, hak kepemilikan tanah yang sah 

dibuktikan dengan sertifikat. 

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, sebagai 

penyempurnaan dari peraturan pemerintah sebelumnya. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat 

merupakaan tugas Negara yang diselenggarakan oleh 

pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka 

KEKUATAN HUKUM 

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH 

BERDASARKAN PRINSIP 

ITIKAD BAIK 
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BAB 

8 SISTEM PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK 

 

 

A. Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik 

Era digital sebagai era dimana segala sesuatu 

kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah 

dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. 

Di Indonesia perkembangan menuju era digital sudah 

tidak dapat dicegah lagi, hal ini secara tidak langsung 

adalah atas permintaan dan keinginan masyarakat sendiri 

yang ingin segala sesuatunya menjadi lebih praktis dan 

efisien.  

Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan 

modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk 

menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, 

sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk 

dokumen elektronik. Peluncuran sertipikat tanah 

elektronik dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tentang Sertipikat Elektronik, yang 

ditandatangani Menteri Agraria pada tanggal 12 Januari 

2021, ternyata menuai pro dan kontra.  

Sertipikat tanah merupakan dokumen bukti hak 

kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses 

pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sendiri di 

Indonesia baru ada pada tahun 1960 saat diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur 

SISTEM PENDAFTARAN 

TANAH SECARA 

ELEKTRONIK 
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